KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
sebagai tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri
atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
Tahun 2025;

bahwa penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP
adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengawasan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan




Mengingat

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunn Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor
PE.09.03/SP-191/D2/02/2024 tentang Laporan Hasil
Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian
Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT.



KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian
Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024;

b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  Terintegrasi Tahun 2025 yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU
dan/atau BPKP;

c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian
Mandiri  Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun
2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama
Setjen KPU dan/atau BPKP;

d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian
Mandiri  Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan
mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas
kerja;

f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak
lanjut beserta rencana aksi;

g. menyampaikan laporan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;



KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun
2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 02 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

IRFAN RUSLI SADEK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
QVINSI SULAWESI BARAT




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM TIM
1 Irfan Rusli Sadek Sekretaris Ketua
Kabag Teknis
2 Sahwan Susetyo Penyelenggaraan Pemilu Anggota

dan Hukum

Kabag Perencanaan,
Data, Informasi,
3 Aswan Husain Partisipasi Hubungan Anggota
Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia

Kabag Keuangan,

4 Mustamin Umum, dan Logistik Anggota
5 | Andres Melkisedek Kasubbag Hukum Anggota
. . Kasubbag Umum dan
6 Djamaluddin Logistik Anggota
. Kasubbag Perencanaan,
¥ Yanthy Novianty Data, dan Informasi Afiggota
8 | Asni Kasubbag SDM Anggota
9 Herawati Kasubbag Keuangan Anggota
10 | Muhammad Anugerah Kasubbeg Telas Anggota

Penyelenggaraan Pemilu




Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 02 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

IRFAN RUSLI SADEK

Salinan sesuai dengan aslinya
KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



